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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpajakan pilar utama dalam mendukung pembangunan dan perekonomian 

Indonesia, sehingga perpajakan merupakan sumber pendanaan negara yang dapat 

diandalkan. Perpajakan merupakan penopang pendapatan nasional. Dapat 

diartikan, 80% pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Namun, masih banyak 

orang yang melakukan kesalahan saat melunasi atau menyimpan utangnya, 

sehingga wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetap perlu melaporkannya pada 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Di Indonesia, kewajiban perpajakan 

tidak berlaku untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang tertentu yang 

memenuhi syarat subjektif dan objektif undang-undang perpajakan, yaitu wajib 

pajak. 

Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang mendukung 

pembangunan untuk kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, serta 

infrastruktur publik, bantuan sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara. 

Oleh karena itu, setelah wajib pajak membayar pajak, wajib pajak tidak 

mendapatkan keuntungan langsung atau kompensasi pajak dari pemerintah. Pajak 

dilihat sebagai tanggungan untuk menyerahkan sebagian  kekayaan yang kita 

miliki ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu. Namun bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum 

(Resmi, 2019).  

Peran pajak bagi negara sangatlah penting mengingat pajak sumber 

penghasilan terbesar bagi negara sampai saat ini ialah berasal dari pajak dimana 

dapat meningkatkan devisa atau kas negara yang dapat digunakan negara dalam 

melakukan pembangunan di berbagai sektor di dalam negara ini, hal tersebut 

merupakan salah satu fungsi atau peran pajak sebagai fungsi budgeteir ((Wulandari 

& Suyanto, 2016). Selain itu juga pajak dapat berperan sebagai pengendali, yang 

dimana dengan adanya sistem perpajakan ini dapat dijadikan alat untuk 
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mengotorisasi dan mengatur kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah 

dalam berbagai bidang khususnya keuangan seperti sosial dan ekonomi, tetapi juga 

dapat menjadi acuan pengaturan kebijakan di luar sektor keuangan juga misalnya 

seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

merupakan salah satu fungsi atau peran pajak yaitu fungsi Regularend (Wulandari 

& Suyanto, 2016) 

Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah 

pemenuhan kewajiban wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu 

langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan wajib 

pajak sangat dibutuhkan, mengingat sumber penerimaan utama negara berasal dari 

pajak. Dengan menganut Self Assessment system, masih banyak wajib pajak yang 

kurang memahami pengetahuan perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya 

ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

mereka. (Rara Susmita & Supadmi, 2016) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 

perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah disebabkan oleh banyaknya 

masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

melaporkan SPT. 

Tabel 1.1 

Rasio Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahun 

Jumlah 

Wajib 

Pajak 

Jumlah 

Wajib Pajak 

Aktif 

Jumlah Wajib 

Pajak yang sudah 

melaporkan SPT 

Rasio 

Kepatuhan  

 
2017 36,33 Juta 20,19 Juta 14,72 Juta 72,58%  

2018 39,15 Juta 17,65 Juta 12,55 Juta 71,10%  

2019 42,51 Juta 18,33 Juta 13,39 Juta 73,06%  

2020 46,83 Juta 18,92 Juta 14,76 Juta 78,00%  

2021 49,82 Juta 19 Juta 15,9 Juta 84,07%  

Sumber: diolah penulis, 2023 
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Kelpatulhan wajib pajak melrulpakan sulatul keladaan dimana wajib pajak 

melmelnulhi selmula kelwajiban pelrpajakan dan mellaksanakan hak pelrpajakannya. 

Melmahami atulran pelrpajakan adalah prosels dimana wajib pajak melngeltahuli 

telntang pelrpajakan dan melngaplikasikan pelngeltahulan itul ulntulk melmbayar pajak. 

Sellain itul, faktor lain yang didulga melnjadi salah satul relndahnya Tingkat kelpatulhan 

wajib pajak diselbabkan lantaran banyak wajib pajak yang masih bellulm 

selpelnulhnya melngelrti melngelnai tata cara pelrpajakan yang belnar selrta arti pelnting 

pelrpajakan bagi pelmbangulnan nelgara. (Marlina, 2022). 

Kelpatulhan wajib pajak melrulpakan langkah elselnsial yang haru ls diambil olelh 

seltiap wajib pajak dalam melmelnulhi kelwajiban pelrpajakannya selbagai kontribulsi 

bagi pelmbangu lnan nelgara. Wajib pajak dapat dianggap patulh apabila wajib pajak 

suldah melmelnulhi selmula kelwajiban pelrpajakannya. Kelpatulhan dapat diartikan 

selbagai rasa tu lndulk, keltaatan ataul patu lh telrhadap selmula keltelntu lan dan atulran. 

Kelpatulhan wajib pajak dikatakan selbagai patulh dalam pellaksanaan hak julga 

pellaksanaan kelwajiban pelrpajakan yang melnyelsulaikan sellulru lh atulran dan 

keltelntulan dalam pelratulran pajak yang belrlakul (Rahayul, 2010). 

Belrkelmbangnya telknologi di elra globalisasi ini tellah melmbawa banyak 

kelmajulan dari belrbagai suldult pandang. Dalam ulpaya melningkatkan pelndapatan 

pajak, Direlktorat Jelndelral Pajak (DJP) melmbelrikan kelmu ldahan delngan 

diadakannya Digitalisasi Sistelm Pelrpajakan. Langkah relformasi dalam telknologi 

informasi diwu ljuldkan salah satulnya mellaluli pelngelmbangan corel tax systelm DJP 

maulpuln sistelm pelndulkulng lainnya. El-Filing melrulpakan meltodel pellaporan SPT 

Pajak yang dilakulkan selcara onlinel ataul ellelktronik mellaluli welbsitel Direlktorat 

Jelndelral Pajak (DJP Onlinel) ataulpuln mellaluli salulran el-Filing relsmi lain yang 

diteltapkan pelmelrintah selsulai delngan pelratulran pelrulndang-u lndangan. Jika 

dibandingkan delngan pellaporan pajak manulal, el-Filing pajak melmbelrikan 

belrbagai kelulntulngan selpelrti lapor pajak onlinel dari mana saja dan kapan saja, 

helmat waktul, selrta bulkti pellaporan disimpan lelbih aman dan muldah dilacak, tanpa 

khawatir hilang ataul telrsellip. Agar dapat mellakulkan el-Filing, belrikult ini syarat 

yang haruls dimiliki adalah ElFIN/nomor idelntitas ellelktronik, dokulmeln 

ellelktronik/SPT ellelktronik, aksels kel welb el-Filing/suldah telrdaftar di Djp onlinel. 

(Hakki, Whittlelliang Tandry, Sulrjadi, 2016).  
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Faktor yang dapat melmpelngarulhi kelpatulhan wajib pajak, adalah biaya 

kelpatulhan. Biaya kelpatulhan pajak melrulpakan salah satul faktor yang belrkontribulsi 

telrhadap tingkat kelpatulhan wajib pajak. Biaya kelpatulhan pajak melrulpakan 

banyaknya biaya yang haruls dikellularkan olelh Wajib Pajak dalam mellaksanakan 

kelwajibannya yaitul melmbayar pajak kelpada nelgara. Selmakin tinggi biaya 

kelpatulhan pajak, maka selmakin relndah tingkat kelpatulhan wajib pajak dalam 

mellaksanakan pelmbayaran pajak. Sandford (1994) dalam Yulniar (2010) 

melnjellaskan bahwa, biaya kelpatulhan pajak (tax compliancel cost) dapat dibagi 

melnjadi tiga yakni: (i) biaya ulang (direlct monely cost) (ii) biaya waktul (timel cost), 

dan (iii) biaya pikiran (psychological cost). Selmakin tinggi tax compliancel cost 

(biaya kelpatulhan pajak) yang dikellularkan, maka akan melngakibatkan wajib pajak 

tidak patulh dalam mellaksanakan pelmbayaran pajak (Rara Sulsmita & Sulpadmi, 

2016). 

Lelbih lanju lt, relselarch gap pelnellitian ini disajikan lelbih seldelrhana  dalam tabell 

1.2 belrikult ini:  

Tabel 1.2  

Research GAP 

Relselarch GAP Hasil Pelnellitian Pelnelliti 

Telrdapat pelrbeldaan telmulan 

pelnellitian melngelnai pelngarulh 

digitalisasi sistelm (X1) 

pelrpajakan telrhadap kelpatulhan 

wajib pajak 

Belrpelngarulh 

Pratiwi & Sofya 

(2023), Kelsaullya elt 

al., (2022), (Syadad, 

2022), dan Anakotta 

elt al., (2023) 

Tidak 

belrpelngarulh 
Faulziah (2021) 

Telrdapat pelrbeldaan telmulan 

pelnellitian melngelnai pelngarulh 

pelngeltahulan pelrpajakan (X2) 

telrhadap kelpatulhan wajib 

pajak 

Belrpelngarulh  

T. Wullandari & 

Sulyanto (2016), 

Marlina (2022), Delwi 

Kulsulma Wardani 

(2018), dan Indraloka 

(2023) 

Tidak 

belrpelngarulh 

M. Ardhy Elrwanda, 

Helnri Agu lstin (2019) 
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Relselarch GAP Hasil Pelnellitian Pelnelliti 

Ada pelrbeldaan telmulan 

pelnellitian melngelnai pelngarulh 

biaya (Z) kelpatulhan  

pelrpajakan telrhadap kelpatulhan 

wajib pajak 

Belrpelngarulh Mangoting (2012) 

Tidak 

belrpelngarulh 

Rara Sulsmita & 

Sulpadmi (2016), 

Pulrnamasari (2019), 

Maria elt al., (2020) 

dan Moh. Ardianto 

Relfly Elfelndy, Siti 

Ragil Handayan 

(2015) 

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2023) 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang yang telrjadi, yang melnghulbulngkan antara 

Digitalisasi Pelrpajakan dan Pelngeltahulan Pelrpajakan Telrhadap Kelpatulhan Wajib 

Pajak yang dimodelrasi Biaya Kelpatulhan Pajak di Kota Jakarta Sellatan, selrta 

belbelrapa pelnellitian telrdahullul yang masih melmiliki hasil yang belrbelda-belda, maka 

pelnelliti telrtarik ulntulk mellakulkan pelnellitian yang belrjuldull “Pengaruh Digitalisasi 

Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dengan Biaya Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi 

Kasus Wajib Pajak di Kota Jakarta Selatan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang masalah yang suldah di kelmulkakan, maka 

pelrmasalahan dalam pelnellitian ini diulraikan selbagai belrikult: 

1. Apakah digitalisasi sistelm pelrpajakan belrpelngarulh telrhadap kelpatulhan wajib 

pajak? 

2. Apakah pelngeltahulan pelrpajakan belrpelngarulh telrhadap kelpatulhan wajib 

pajak?  

3. Apakah biaya kelpatulhan pajak mampul melmodelrasi digitalisasi sistelm 

pelrpajakan telrhadap kelpatulhan wajib pajak? 

4. Apakah biaya kelpatulhan pajak mampul melmodelrasi pelngeltahu lan pelrpajakan 

telrhadap kelpatulhan wajib pajak? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rulmulsan masalah telrselbult, maka tuljulan yang ingin dicapai dalam 

pelnellitian ini adalah: 

a. Ulntulk melnganalisis pelngarulh digitalisasi sistelm pelrpajakan telrhadap 

kelpatulhan wajib pajak 

b. Ulntulk melnganalisis pelngarulh pelngeltahulan pelrpajakan  telrhadap kelpatulhan 

wajib pajak  

c. Ulntulk melnganalisis digitalisasi sistelm pelrpajakan telrhadap kelpatulhan wajib 

pajak delngan biaya kelpatulhan selbagai variabell modelrasi 

d. Ulntulk melnganalisis biaya kelpatulhan pajak telrhadap kelpatulhan wajib pajak 

delngan biaya kelpatulhan selbagai variabell modelrasi 

2. Kegunaan Penelitian 

Belrdasarkan tuljulan pelnellitian diatas, maka pelnellitian ini diharapkan dapat 

melmbelrikan manfaat selbagai belrikult: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Pelnelliti, Delngan adanya pelnellitian ini, dapat dijadikan meldia pelnelrapan 

atas disiplin ilmul yang tellah dipellajari sellama ini, dan selbagai tambahan 

pelngalaman bagi pelnelliti. 

2) Mahasiswa/i Julrulsan Akulntansi, selbagian aculan dan relfelrelnsi ulntulk 

melnambah pelngeltahulan telntang pelrpajakan khulsulsnya telrkait delngan 

sistelm DJP Onlinel, El-Filing, dan digitalisasi sistelm pajak. 

3) Pelnellitian sellanjultnya, selbagai bahan aculan dasar relfelrelnsi ulntulk pihak 

yang akan mellakulkan pelnellitian delngan telma seljelnis dan dapat mellakulkan 

pelngelmbangan telrkait delngan telma yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, ulntulk bisa melngelmbangkan pelngeltahulan 

di bidang pelrpajakan khulsulsnya telrkait delngan pelngaplikasian sistelm El- 

filling yang nantinya akan melningkatkan elfelktifitas dan elfisielnsi wajib 

pajak orang pribadi di dalam mellaporkan kelwajiban pajaknya selrta dapat 

melmbelrikan elfelktifitas pada tingkat kelpatulhan pajak mellaluli pelnggulnaan 

fasilitas El-Filing, khulsulsnya ulntulk Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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2) Pihak Direlktorat Jelndral Pajak, ulntulk dapat melningkatkan kulalitas 

pellayanan telrhadap wajib pajak orang pribadi agar dapat melnciptakan 

kelsadaran bagi wajib pajak orang pribadi dalam mellaporkan pajaknya. 

Dan ju lga pihak DJP ulntulk dapat melningkatkan sosialisasi pelrpajakan dan 

pelngaplikasian sistelm El-Filing agar julmlah pellaporan kelwajiban 

pelrpajakan olelh wajib pajak dapat melningkat 

  


